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GIIEERTUR IIUAA TE TGOARA TIUT'R

PERATURAIT DAERAII PROVINSI NUAA TENGGARA TIMT'R
oruoR 9 TArruN 2013

TEI{TAI{G

PERT'BAIIAN AIAA PERATURAN DA.ERAII PROVINSI

TUSA TENGGARA flMT'R NOMOR t TAI{I' 2OOE TEI|TAITG--oioemsAsr 
oAil TATA IrgR',A aEKRETARTAT DAER'AH

PROVINAI NUAA TENGGARA TIItrT'R

DEtrGAII RA}IIIA.--T TT'IIAN YAIfG UAHA EAA

GI'BER!fi'R ITUAA TETTOGARA TfiUR'

U€nLnbang : a. bahwa dalam rangka cirsiensi dan efektifrtas pelaksanaan

tugas dal peninlkatan Felayanan kepada masysrs'kat

m&a dilaku'kan evaluasi terbatas terhadap imPlementasr

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tcnggara Tirnur Nomor 8

Tahun 2OOE tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekrctariat

Da€rsh Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka beberapa unit kcrja sebagaimsna diatur

d€lam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tinur
Nomor 8 fahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata K€rja

Sekretanat Daerah Prolinsi Nusa Tenggafa Timur perlu

disesuaikan dengan reguLasi yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud

da.lam huruf a dan huruf b' perlu menetaPkalt Peraturan

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa 
-T"ttgg"t" Timur Nomor 8 Tahun 2OOa

t",ttarlg o'ltoi"asi-dan Tata Kerja Sekretariat Daereh

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MGlgtlsrt ' 1. h"d,r"l9ffiJ? 
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2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa TenSSara Timur (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115'
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
16a9);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OM tentang
Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimala
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kcdua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (l.cmbararr Negara Republik
tndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambaial Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daeralt;

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8

Tahun 2oo8 tentsng orgalisasi dan Tata Kerja Selsetariat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur {Icmbaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20O8 Nomor 008
Scri D Nomor OOt, Tambahan Lmbaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0017);

It€ngar I'cnctqlua! B€naE

DEWAIT PERWAIIII.AIf RTIIYAT DAERAS PROVITAI
rUSA TEIfGOARA fIUI'R

rta!
OT'BERIVOR TUAA TEI{GOARA TIUI'R

UEUIrrrUgxAIt t

fcaGtrpl.!: PDRA5I'RA!i D/IERAH TEtfTAltO PERLBASAIf ATAa
PERATORAIS DAERAII DROVUfAI I|UAA TETCOARA TIUI'R
rOfOR 8 IAIII'X 2OOt TEIfTAtgO OROAIIIAASI DAIT TATA
r:ER.tA SEsRltAtl r
TtnGoAR ffiIrR-//
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah provinsi Nnsa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lfmbaran Daerah provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2OO8 Nomor OO8 Seri D Nomor OOl, Tambahan l€mbarar
Daersl Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor OO I 7) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentual Pasal 6 ayat (1) diuban - ayat (4) angka 6 dan arrgkq 8
dihapus, ayat (4) ditambahkan I (satu) angka yaitu angka 11 - ayat (5)
diubah, ayat (5) angka 2, angka 16, angka 28 darr angka 39 diubah, ayat
(5) angka 16, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, a:rg]<^ 29, orrgka
30, angka 31, angka 32 dan angka 41 dihapus, ayat (5) ditambahkan 3
(tiga) angka yakni artgka 42, angka 43 dan angka 44 - ayat (8) diubah,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Palsl 6

(1) Sekretariat Daerah terdiri atas 3 (tiga) Asisten, 9 (Sembilan) Biro,
35 ( tiga puluh lima) Bagian dan 1o3 ( Seratus Tiga) Sub Bagian.

(2\ Asisten Sekretaris Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejaiteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembargunan;
c. Asisten Administrasi Umum.

Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masinS-masing
dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Biro-biro sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) adalai :

1 . Biro Pemerintahan ;

2. Biro Hukum;
3. Biro Kesejahteraan Ralryat;
4. Biro Perekonomian;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Dihapus;
7. Biro Umum;
8. Dihapusi
9. Biro Keuangan;
lO. Biro Organisasi;
1 1. Biro Hubungan MasVarakat. 
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(5) Bagian-bagian rerdiri atas 35 ( tiga puluh lima) Bagian sebagai
berikut I

1, Bagian Pemerintalral Umunr;
2. Bagiar Pengembangan Daerah serta pejabat Daerah dan peiabat

Politik;
3. Bagian Otonomi Daerah;
4. Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bagian Peraturan Penrndang-undangan;
6. Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota;
7. Bagiar Dokumentasi Hukunr;
8. Bagian Bantuan Hukum;
9. Bagian Agama;
10. Bagian Pendidikan;
1 l. Baglan Kesehatan;
12. Bagian Kesejah teraan Sosial;
13. Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah, Koperasi dan UMKM;
14. Bagian Perindustrian, Perdagangan, par-iwisata dan

Perhubungan ;
f5. Bagran Surnber Daya Alam;
16, Bagian Administrasi Kerjasama;
17. Bagian Administrasi Perencajraan Pembangunan;
18. Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi;
19. Bagiar Administrasi Pembangunsr Kabupaten/Kota;
20. Bagian Administrasi Pembangunar Pemerintah;
21. dihapus;
22. dihapus;
23. dihapus;
24. dihapus;
25. Bagian Tata Usaha;
26. Bagian Rumah Targga dan Perlengkapan;
27. Bagian Tata Usaha Keuangan Setda;
28. Bagian Protokol dan Sartel;
29. dihapus;
30. dihapus;
31. dihapus;
32. dihapus;
33. Bagian Bina Administrasi Keuangan Kabupaten/Kota;
34. Bagian Anggaran;
35. Bagian Perb€ndaharaan;
36. Bagian verifikasi;
37. Bagian Akuntansi dalt Pelaporan;
38. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
39. Bagian Ketata.laksanaan darl Pelayanan Publik;
40. Bagian Kineda Organisasi;
41. dihapus;
42. Bagian Pelayanan Masyarakat dal Hubunga! Kelembagaan;
43. Bagian Pers darr Kajian Pendapat Umum;
44. Bagian Dokumentasi dan Perfustakaan. 
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(6) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (41. masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan
bertanggung-jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

l7l Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

(8) Sub Bagian-sub bagian dari Bagian-bagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepsla Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (5) huruf f diuban - ayat (6) angka
l.c dan angka 2, angka 2.a darr angka 2.b diubah, schingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :

Pesd 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Gubernur dalam melaksanskan pembinaan atas
penyelenggaiaan pemerintahan umum, mengkoordinasikan
p€rumusan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan
ralryat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakeud pada ayat (1),

Asisten Pemerintahan dan Keseja-hteraan Ralcyat menyelenggarakan
fungsi pelaksanaan koordinasi :

a. penjrusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahar umum;
b. penyusunan k€bljakan di bidang hukum dan peraturan

perundajrg-undangan;
c. penJrusunan kebijakan di bidang kesejahter€sn rakyat;
d. pelal<salraan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Pemerintahan darl Kesejahteraan Rahat mengkoordinir

a. Biro Pemerintahan;
b. Biro Hukum;
c. Biro Kesejahteraan Rakyat; /t,
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Biro Pemerintahan memPunyai tugas membantu Gubernur dalam

menJrusun kebijakan pemerintahan daerah di bidalg pemerintahen

vanc meliputi pemerintahan umum, pemerinta}an desa' otonomi

i".i"f,, pl*"glot daerah, pengembangan wilayah/daerah serta

ke pendudukajr dan catatan siPi:.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (4)'

Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. pen]rusunan kebijakan P€merintah t*Th 1i--Lid"tu
pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan Pemerintaha!

desa;
u. i.*vi.p"" bahan koordinasi rytv:t"j5T:fl-T-T:.t-*

umum-aan pemerintah daerah serta pemenntanan qesa;.

". ;;;;p"" 
- p-g.* dan pelunj+ t:qi" ryi:T"""

pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan pemerintahan

desa;
a. p."itpt" bahan kerjasama antara pemerintah gaeral dengan

oemerintah' pcmenntan oaerah di luar provinsi Nusa Tenggara

ii-.lt, p"-"i"ttft Kabupaten/Kota dan kerjasama luar negerr'

e pembinaan P"i-t:ATiT.S"v#roT,,iTIi' penyerenggaraanf. oembinaan otonomr oae
-oemerintahan 

daerah;

" 
t""-ii"..t 

laministrasi kePendudukal dan catatan siPil;
pelaksanaan kebijakan pemerintahanh. Pemantauan dan evaluast

daerah yang meupuu pemerintahar umrm' pemerintahan

daerah daJr Pemerintahar desa;

i. petatsanaan te8iatajl ketata usahaarl Biro;

i. oeLaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuar
- i.ttgttt tugas dan fungsinYa'

BiroPemerinta}ranterdiridariBagian-bagiandanSubBagian-sub
bagian :

1. Baqian Pemerintahan Umum :

a. Sub Bagian Tata Usaha Biroi

i. Sl-,U e^!"tt f"tentraman dan Ketertibar Umum;

c. Sub Bagial Pertanahan'

2. Bagian Pengembangan Daerah serta Pejabat Daerah dan P€jabat

Politik :

"i"!'r.,u 
e"gi"tt r"jabat Daerah dan Pejabat Politrk;

U. St U eagittt Pengembangan Daerah;

i. i"i a#; ptttit"tu'"i"tt Perkotaan' Desa dan Kelurahan'

3. Bagian Otonorni Daerah '' 
". 

-s"U gtgi"tt Pendataan dan Evpluasi OTDA;

b. Sub Bagian Penataan OTDA; /

(6)
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4. Ba8iart Kependudukan dan Catatan Sipi.l:
a. Sub Bagian Administrasi Kependudukan;
b. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Kependudukan;
c. Sub Bagian Catatan Sipil

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Gubemur dalam
menJrusun kebijakan pemerintahal daerah di bidang hukum yang
meliputi produk hukum dan telaahan hukum, penJrusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, konsultasi
balrtuarl hukum, dokumentasi hukum, dan pembinaan Foduk
hukum Kabupaten / Kota.

Untuk melaksarakan tuges sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Biro Hukum menyelengga-rakan fungsi :

a. penyusuna! kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum;
b, pengrrmpuLan bahar perumusan peraturar dacrah, peraturan

gubernur dan keputusar gubernur;
c. pembuatal telaahan dan evaluasi pelaksa:raan peraturan

perundang-undangan;
d, pengumpulan bahan koordinasi penegakan peraturan daerah

dan HAM;
e. penyiapal bah€rr pcrtimbangan dan bantuan hukuD s€rta HAM

kepada semua unaur Pemerintah daerah;
f. pengumpulan bahsn p€nang.rnan penyelcnggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
g. pendokumentasian hukum dan pubfikasi produk hukum;
h. penyiapar ba}tart pembinas-n dan pengawasan produk hukum

Kabupaten / Kota;
i. koordinasi p€mberian tanda penghargaan;
j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pcmerintahan

daerah di bidang hukum;
k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya,

(9) Biro Hukum terdiri atas Bagian-bagian dan Sub Bagian-sub bagian :

l. Bagian Peraturan Perundang-undanga-n :

a. Sub Bagian Tata Hukum;
b. Sub Bagian Rancangan Peratura.rt Daera.h;
c. Sub Bagian Rancangan Peraturan dalr Keputusan Gubernur./
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2. Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota
a. Sub Bagian TeLRahan;

b. Sub Bagian Pembinaan;
c. Sub Bagian Monitoring darr Evaluasi'

3. Bagian Dokum€ntasi Hukurn :

a. Sub Bagian Penyuluhar;
b. Sub Bagial Dokumenta ;

c. Sub Bagian Tata Usaha Bilo'

4. Bagiar Bantuan Hukum :

a. Sub Bagian Sengketa Hukum;
b. Sub Bagian Bantuan darl Pedindungan Hukum;
c. Sub Bagian Hal( Asasi Manusia'

(IO) Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membartu Gubernur

dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang

kesejahteraan rakyat yang meliputi keagama'an, Pcndidiken darl

kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan, p€muda dan olah raga'

(11) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IO)'

Biro Kesejahteraan Ra-t'ryat menyelenggsrakan fungsi :

a. penlrusunan kebijakar Pemerintahan daerah di bidang

kesejahteraan rakyat yang meliputi agama' pendidikan'

kesehatan dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanaan koordinasi program Pembinaarr dan pengendaliar

di bidang keagamaan;
c. pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian

di bidang pendidikan dan kebudayaan;
d. pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian

di bidang kesejahteraan sosial;
e. pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendaliart

di bidang kesehatar ;

f. penylsunan program pembinaan dar p€tunjuk teknis di bideng

kes€j ahteraan soaial;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan

daerah di bidang kes€jahteraan rakyat yang meliputi agama,

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

h. pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro;
i. pelaksanaan tugae lain yang rdiberikan oleh Gub€rnur aeauar

d€ngan tugas dan fwn€sinya. 
f.
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(12) Biro Kesejahteraan Ralryar terdiri dari Bagian-baAian
Bagian-sub bagian :

l. Bagian Agama :

a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b. Sub Bagian Bina Agama Katholik dan Proteetan
c. Sub Bagian Bina Agama Islam, Hindu dan Budha

2. Bagian Pendidikan:
a. Sub Bagian Pendidikan;
b. Sub Bagian Kebudayaan;
c. Sub Bagian Pemuda daan Olahraga.

dan Sub

3. Bagian Kesehatan:
a. Sub Bagian Kesehatan;
b. Sub Bagian Sarana dan Praea-rana Kc6ehatarr;
c. Sub Bagian Gizi Masyaralat.

4. Bagiar Kesejahtcraan Sosial .

a. Sub Bagian Sosial;
b. Sub Bagian Kesej ahteraan;

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) humf c dihapus - ayat (5) huruf adan huruf b
diubah - diantara huruf b dan huruf c pada ayat (5) disisipkan huruf b. I '
ayat (6) argka 3.a diubah, ayat (6) angka 4 diubah - ayat (10) dihapus -
ayat (t1) dihapus - ayat (12) dihapus, sehingSa Pasal I berbunyi sebagai

berikut :

Pssal t

Asisten Perekonomian dan Pembalgunan mempunyai tugas
membantu Gubemur dalam membina p€laksanaan Perekonomian
dart pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi
koordinasi pelaksanaan :

a. p€rumusan kebijakan pen''usunan Program pembinasn dan
petunjuk teknis pembangunar daerah, pcmbangunan antar
seldor dan antar daerah;

b. perumusan kebija.kan penlrusunan program pembinaan dan
petunjuk teknis perkoperasian, perusahaan dan perbankan
daerah, transportasi qan komunikasi, serta pengembangan
sarana perekonomian; /

a
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a
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a
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(1)

(21

ia
*t
i.
ia



t
I
t
I
I
,

I
I
I
I
a
I
)

I
,

I
a
t
a
t
a
a
t
a
a
a
;e
e
t
t
.t
.t
.t
-o
.a
-9
.e
-t

(3)

c. pemmusan kebijakan pen]rusunan program pembinaan dan
petunjuk teknis kerjasarna;

d. pelaksalaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengarr tugas dal fungsinya

Asisten Perekonomian darr Pembangunan mengkoordinir :

a, Biro Perekonomian:
b. Biro Administrasi Pcmbangunan;
c. dihapus.

Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian'

Untuk melakssnakan tugas sebagaimara dims'ksud pada ayat (4)'

Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

a. Denyusunan kebijal<an pemerintahan daerah. di 
. 
bidang

oerekonomian yang meliputi kelembagaar usa-tla eKonomr'

;;;:;i il urulilnl, i"i't't"t'i, perdagangan' pariwisata dan

#il;";; dan komunikasi, pertanian' Perikanan da''

ili;;;;?;",."an dan lingkungan hiduP' pertambansan dar'

o. ililf",""t" dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ryT"tt:tth*" L"."i-Jitro."g pere konomian yang meliPuti kclembagaan

iJ" "rcno-i, 
koperasi dan UMKM' industri' pcrdagargan'

;;;"il dan perhubungan dan komunikasi' pertanran'

i;;tli- dan perikanan, Ii"httt^tt"tt dan lingtungan hidup'

Dertambangan dar energi;

u. r.""!f*tu. t"ordinasi kerjasama bidang ekonoml;

l. 
- 

p.fJ""tt"* t"giatan ketatausahaan Biro;

d. pelaksanaan tugas laln yang diberikan oleh Gubernur sesual

iengan tugas dan fungsinya'

BiroPerekonomianterdirida'iBagian.BagiandanSubBagian-Sub
Bagian :

1. Baeian Kelembagaan Ekonomi Daerah' Koperasi dajl UMKM:

a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;

i. 6tl e;"- Ktlembagaan Ekonomi Daerah;

". S"i g"gt"t KoPerasi dan UMKM'

2. B^glafl Perindustrnn' Perdagangan' Pariwisata dan

Perhubungan :

".'-slrU 
glgi"tt t"dustri darl Pcrdagangani '-

b. Sub Bagian Transportasi' Perhubungan dan Komumkasr;

". i"[ e.i"" Pariwisata dan Kesenian Daerah' I

(4)

(s)

t6)

l0
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3. Bagian Sumber Daya A.lam :

a. Sub Bagian Pertanian, Ir-elautan dan Perikanal;
b. Sub Bagian K€hutanan da:r Lingkulgan Hidup;
c. Sub Bagian Pertambangan dan Dnergi.

4. Bagian Administrasi Kerjasama.
a. Sub Bagian Penjajakan Kerjasarna;
b. Sub Bagiar Persiapan Naskah Kerjasama;
c. Sub Bagian Pengendalian Kerjasama;

Biro Administrasi Pembsrgunan mempr-uyai tugas membantu
Gubemur dalam menyiapkan koordinasi pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan pcmbangunar! daerah dan pcnJrusrrnan
petunjuk teknis pelaksanaan p€mbangunan.

Untuk meLaksanakan tuga6 sebagairnana dimaksud pada ayat (7),
Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a- pengendalian program-program pembangr.men dal pcrrrmusan
teknis pelaksanaal pembangunar daerah yang dibiayai oleh
Darra Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan, Kantor Daerah, l(artor
Pusat, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

b. pemantauan, konsolidasi laporan serta penyiapan bahan-bahan
evaluasi, umpan balik dan visualisasi hasil pelaksanaan
pembalgunan daerah 1'ang dibiayai oleh Dana Dekonsentrasi,
T\rgas Pembantuan, Kartor Daerah, Kantor hrsat, APBD
Provinsi dan APBD Kabupaten /Kota;

c. pembinaan dan pengendalian pelakssnaan pengadaan
barang/jasa pemerintah yang sebagian atau selumhnya dibiayai
I)ana Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor
Pusat, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.;

d. penrbinsar dal pengendalian pelal<sanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah yarrg sebagian atau seluruhnya dibiayai
dari pinjaman/hibah luar negeri yarg sesuai atau tidak
bertentarSan dengan pedoman dan ketentuan pengadaal
barang/jasa dari pemberi piDjam r/hibah bersangkut€r;

e. pembinaan dan pengendalian pelaksalaart p€ngadaan barang
/ jasa pemerintah yang pcngadaan barang/jasa untuk investasi
di lingkungaa BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayasnnya
sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Dana
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kartor Daerah, Kantor
Pusat, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

f. pengkoordinasian p€mbinaan jasa konstruksi lingkup Provinsi,
Kabupaten/ Kota;

g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro;
h. pelaksara€rr tugas lain yang, diberikar oleh Gubcrnur sesuai

dengarr tugas dan furVsinVa. f,

(71
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(9) Biro Administrasi Pembangunan terdiri atas Bagian-bagian dan Sub
Bagian-sub bagian :

1. BagianAdministrasi Perencalaan Pembangunan :

a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b. Sub Bagian l,rogram Kerja;
c. Sub Bagian Keiasama Pembangunan.

2. BagianAdministrasi PembangunsJr Prouinsi :

a. Sub Bagian Pembinaan;
b. Sub Bagian Pendataan dan Informasi;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagiar AdminisEasi Pembangunan Kabupaten/Kota :

a. Sub Bagian Pembinaai;
b. Sub Bagian Pendataan dan lnformasi;
c. Sub Bagian Evaluasi dart Pelaporan.

4. Bagian Administrasi Pembangunal Pemerintah :

a. Sub Bagian Pembinaar;
b. Sub Bagian Pendataan dan lnformasi;
c. Sub Bagian Evaluasi dar] Pelaporan.

(10) dihapus;

(11) dihapus;

(12) dihapus;

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah - ayat (2) huruf b dihapus - ayat (3)

huruf b dihapus, ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yalsd huruf e - ayat (4)

diubah - ayat (5) huruf e diubah - ayat (61 angka 4 diubah, ayat (6) angka
4.a dihapus - ayat (7) dihapus - ayat (8) dihapus - ayat (9) dihapus - ayat

{l2l a gka l.c diubah, ayat {15) angka 2 diubah' ayat (15) angka 4
dihapuJ dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaloi ayat (16) - ayat (17) - ayat
(18), sehingga Pasal 9 berbunyi sebaSai berikut :

Psral 9

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas memba-ntu Gubernur
dalam membina organisasi dan tata laksana, keuangan, aset daereh
dan perawatan, tata usa-ha dan alsip, urusan rumah tangga serta
hubungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugaB sebagaimana dimsksud pada ayat (1)'

Asisten Administrasi Urnum menyel€nggarolsn fungsi pelalsanaan
koordinasi :

a. penyusunan kebljakan pembinaan urusan mmall tangga' tata
usaha, perlengkaPan, kcarsipan, sandi dan telekomunikasi;

b. dihapusl I
'. t2

(l)
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(3)

(4)
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penyusunal kebijakan an8garan, pengelolaan keuangan, serta
pembinaan administrasi keuengan;
Ircnjrusunan kebijakan organisasi dan tatalaksana;
penlrusunan kebijakan hubr-rngan masyarakat;
pelaksanaan tugas lain yang dib€rikan oleh Gubernur sesuar

dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Administrasi Umum m€ngkoordinir :

a. Biro Umum;
b. dihapus;
c. Biro Keualgan;
d. Biro Organisasi; dan
e. Biro Hubungan MasYarakat.

Biro Umum mempunyai tugas membantu Gubemur dalam
menyiapkan dan melaksanakan Pernbinaan dan pengendalial
oelaksaiaan urusan ketataussha.€Jt dan kearsiPan,
kerumshtqnggaan, perlengkapan, protokol dan pcdalanan' ssndi
dan tclekomunikasi serta tata usaha keuangau lingkup Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan dan petunjuk teknis penataan dan pengendalian
ketatausahaan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. pembinaal dan pengenda.lian pelals€raan urusan
kerumahtanggaan, perl€ngkaPaJr dan pelayaran umum lingkuP
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. pembinaan dan pettmjuk ieknis pelaksanaan dan pengendalian
pertelekomunikasian daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggan:a Timur;

d. pembinaan dan pctunjuk teknis pengelolaan tata usaha
keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;

e. pelaksanaan kegiatan pmtokol dan pe{alanan serta sandi dan
telekomunikasi;

f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro;
g. p€Laksqnasjr tugas lain yarg diberikan oleh Gubernur sesuar

dengan tugas dar fungsinYa

(6) Biro Umum terdiri atas Bagiar-bagian dan Sub Bagian-Bub bagia'l :

1. Bagian Tata Usaha :

a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b. Sub Bagian Tata Usaha PimPinan;
c. Sub Bagiar ArsiP dan EksPedisi'

2. Bagian Rumah Tangga dan Perl€ngkapan:
a. Sub Bagian Rumah Tangga Pirnpinan; /v.
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b. Sub Bagian Urusan Dalam;
c. Sub Bagian Perlentkapar.

3. Bagian Tata Usaha Keuangan Setda:
a, Sub Bagian Administrasi Perjalanan;
b. Sub Bagiar Belanja Pegawai;
c. Sub Bagian Belanja Non Pegawai.

4. Bagian Protokol dan Santel :

a. dihapus;
b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

(71 dihapus.

(8) dihapus.

(9) dihapus.

(1O) Biro Keuangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
men] rsun kebijakan pemerintahan daerah di bidang keualgan.

{11) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

Biro Keuangart menyelenggarakan fungsi :

a. penlrusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran,
perubahan dan perhitunga! Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( APBD) ;

b. penyelenggaraan administrasi dajr pembukuan keuangan
daerah;

c. pengumpulan bahan Pembinaan dan petunjuk teknis
penJrueunai APBD Kabupaten / Kota;

d. pengujian kebenaraa penagihan dan penerbital Surat Perintah
Membayar Uang (SPMU);

e. penyiapan bahan pembinaar APBD Kabupaten/Kota;
f. penyiapan bahan keputusan penunjukkan/penctapan pcngguna

anggaran, pemegang kas dan pemimpin proyek;
g. pemantauan dan evaluasi kebijakal pcmerintahan daerah di

bidang keuangan;
h. pelaksanaar ke8iatan kctata us8}Iaan Biro;
i. peLaksa'aan tugas lain yalg diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinYa f
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(f2) Biro Keuangal terdiri atas Bagian-bagian dan Sub Bagian-sub
bagiar:

Bagian Bina Administraei KeuaDgar Kab/ Kota :

a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b. Sub Bagian Pembinaan / Evaluasi Wilayah Flores,

Lembata dan Alor:
c. Sub Bagian Pembinaan/Evaluasi Wilayah Sumba, Timor,

Rote darl Sabu.
Bagian Anggaian :

a. Sub Bagian PenJruaunan Anggaran Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Sub Bagian Penlrusunan Anggaran Bidang Perekonomian
dan Pembangunan;

c. Sub Bagian Penyrrsunan Anggaran Bidang Administrasi
Umum.

1.
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3. Bagian Perbendaha.raan :

a. Sub Bagian Pembaya;ar Bidang Penerintahan dan
Kesejahteraan Ralryat;

b. Sub Bagran Pembayaja$ Bidang Perekonomian dan
Pembalgunan;

c. Sub Bagial Pembayaran Bidang Administrasi Umum.

4. Bagian Verifikasi:
a. Sub Bagian Verifikasi Bidarg Pemerintahan

Kesejahteraan Rakyat;
b. Sub Bagian Verifikasi

Pembalgunan;
Bidang Perekonomian dan

c. Sub Bagian Verifikasi Bidarg Administrasi Llmum;
d. Sub Bagian Pembinaan Bendahara'

5. Bagian Akuntansi dan Pelaporan:
a. Sub Bagian Penerimaan dan Pengelolaan Kas;
b. Sub Bagian Akuntansi, Aset dan Aact Selain Kas;

c. Sub Bagian Penyusunan Laporan Keuangan.

(13) Biro Organisasi mempunyai tugas mcmbantu Gubcmur dalam
menJruaun keb,ijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan
tata lsksana. /
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(14) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (13)'

' ' Biro o.g rri"asi menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
- irg;i"."i dan tata laksana yang meliputi penatsan

kelembagaal dan analisis jabatan' tata laksana' pelayanal

fuulik aL pcngembangan kinerja organrsaEr; ,--,^-r^
b. Pembinaan a"n p"ffiut tcknis penataan kelembagan dan

analisis jabatan, p"rni1tlut Lo 'ke4: dan,11:::rdur kerja'

i."*"-uiig"" unerja orcanisasi dan pelayanan pubuK;

c. pemantauan a"'t "utitll"? 
petat"tna?l kebll€n pcmerintahan

daerah di brdaig organisasi dan tata laksana;

a iliJ*""* t'*S#Ti11ffif,11";*n cubernur sesuai
e. Delaksanaan tugas l€

iengan tugas dan fungsinYa'

(15) Bito Organisasi terdiri ataa Bagian-bagian dan Sub Bagian-eub

bagan :

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan:
^ 

^. 
-s,tU g"g't"tt Tata Ussha Biroi

b. Sub Bagian Kelembagaan;

.. St'tU ea.gi"tt Attalisis Jabatar'

2. Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik:
- 

^. 
"S"U g"gi* Stsndarisasi;

i. s"u g"st"t rata Hubungan Ker1a;

I. s"t edit" P"layanan Publik'

3. Bagian Kinerja O-rganlsasl :

a. Sub BagiaI Pengembargsn Kinerja;

i. s"t g#"t Aku;tabilitas Kinerja organtsasr;

i. i"u e"lgt" l"tonitoring dan Evaluasi'

4. dihaPus'

( 16) Biro Hubungan "y1gfi;ffTJil"Htr H$ffi."$H
pembinaan ar" . p""9"*['ii;;;-p.-""rirrt"r, daerah di bidang,'menetapkan pelaksanaan ."""'l1i--l *-'j-"'l.J""kan bahanp.","il,"r; ."" -nTlil*,H"-fffi "3ffi H.,.
oembinaan dan membenKl

(r7)untuk-menv€'::trfl y"i, j:r-*LT,T:ffiffi"ffi ;"oo"o'' 
avat (16), Biro Hubrrngan l

^riv.,:tla- j:::,ffi -,:'#i;lrTT","1H*"",*J'$ffhubungan masyarat<ar yanE' '":"i*;[:;;dAnat rrmum serta
;;ilgan ketembagaan' pers dan kajiatr 
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b. pelaksanaan perencanaan dan pemberitaan kegiatan
pemerintahan darl pembangunan;

d. pelaksanaan penencanaan Publikasi dan DolaEentasi;
e. pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pelayanan

perpustakaan setda;
f. pelaksanaan urusan-urusan pemerintah Daerah da.rr

mempersiapkar kegiatan-kegtatan yang berhubungan dengal
Promosi Daerah di luar Daera_h sesuai kewena:rgal yang
diberikan;

g. pelaksanaan kegiatan ketatausaiaan Biro.
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuar

dengan tugas dan fungsinya.

(f8) Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari Bagian-bagian dan Sub
Bagian-sub bagian :

1. Bagian Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan :

a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b. Sub Bagian Pendataan;
c. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat dan Hubungan

Kelembagaan.

2. Bagian Pers daJI Kajian Pendapat Umum :

a. Sub Bagian Penyajian dan Pemberitaan;
b. Sub Bagian Penyaringan lnformasi dsn Kajian pendapat

Umum:
c. Sub Bagian Penerbitan.

3. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
a. Sub Bagian Dokumentasi Foto, Lukisan darr Audiovisual
b. Sub Bagian Perpustakaan Setda.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Parsf fO

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan
organisasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah scbagairnana tclah
diubah tercantum dalam Lampiran dan mgrupaksr bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inr. L

(l)
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Palat II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundargkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar peraturar
Daerai ini dengan penempatannya dalam l€mbaral Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2013

Diundangkan di Kupang
pada tangga.l 16 D€sember 2013

SEKRRTARIS DAERAH PROVTNSI

FRAI{AISKT'S AALEI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA
NOMOR OO9

TENGGARA TIMUR TAHUN 20 13

hfcunenlrun NusA TENGGARA lrMUR, /
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